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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik pekerja di bawah umur. 

Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bukan hanya 

meneliti aturan tertulis, tetapi juga menggambarkan realitas di lapangan melalui data sekunder. Pada Hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa meskipun ketentuan hukum telah secara tegas melarang pekerja anak, 

praktik pekerja dibawah umur masih banyak terjadi akibat faktor ekonomi, budaya, keterbatasan 

pendidikan, serta kurangnya pengawasan. Analisis kualitatif dengan teori efektivitas hukum Soerjono 

Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada substansi aturan, aparat penegak hukum, 

sarana pendukung, kondisi masyarakat, dan budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan 

pengawasan, pemberian sanksi tegas, serta dukungan pendidikan merupakan langkah yang sangat penting 

untuk menjamin  hak-hak anak. Maka dari itu, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 

yang aman, sehat, dan terhindar dari praktis pekerja dibawah umur.  

Kata Kunci: Pekerja Dibawah Umur; Perlindungan Anak; Undang-Undang; Efektifitas Hukum 

 

Pendahuluan 

Pada dasarnya mempekerjakan anak dibawah umur masih menjadi salah satu masalah sosial 

yang sering terjadi di Indonesia. Anak-anak terpaksa harus bekerja demi membantu 

perekonomian keluarga, padahal pada usia tersebut mereka seharusnya bisa menikmati masa 

belajar, bermain, dan tumbuh kembang (Putri2 et al., 2024). sehingga mereka bisa menggapai cita-

cita yang akan mereka inginkan (Yunita Ajeng Fadila1, 2022). Faktor yang menyebabkan hal 

tersebut biasanya dikarenakan adanya faktor ekonomi yang kurang baik, keterbatasan akses pada 

pendidikan, dan lemahnya pengawasan membuat mereka harus terlibat dalam pekerjaan yang 

sering kali membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Sebagaimana hukum di 

Indonesia yang menunjukkan komitmen dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui 

pembentukan dan penerapan peraturan yang selaras dengan dinamika dan kebutuhan 

perkembangan zaman. (Zulbaidah, 2025) 

Selain faktor ekonomi, budaya tampaknya juga memengaruhi kecenderungan anak untuk 

bekerja. Banyak orangtua percaya bahwa bekerja adalah proses belajar yang akan membantu 

pertumbuhan anak mereka di kemudian hari (Risdalina, 2013). Keadaan ini tidak hanya 

menghambat perkembangan fisik dan mental, akan tetapi juga bisa menyebabkan masalah hukum 

dan moral yang membutuhkan perhatian yang serius dari Masyarakat. Disisi lain, pekerja anak 

tidak hanya merugikan anak-anak tersebut tetapi juga merugikan perekonomian negara, karena 

pekerja anak dibawah umur menyebabkan rendahnya upah dan meningkatkan pengangguran 

bagi orang dewasa (Dodi Adnan1, Ony Rosifani2, 2024). Selain itu, Pekerja anak merupakan 

masalah yang serius karena dapat menyebabkan sumber daya manusia di Indonesia memiliki 

kualitas yang rendah di masa depan jika pekerja anak tidak melanjutkan pendidikan mereka. 

Pada Tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat adanya peningkatan pesentase 

mencapai 2,85% secara nasional tentang jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Nusa 
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Tenggara Timur menjadi provinsi dengan persentase tertinggi dalam mempekerjakan anak 

dibawah umur. Banyak anak di bawah umur masih bekerja di sektor berbahaya yang berisiko 

tinggi seperti perkebunan, industri rumah tangga, dan jasa. Laporan dari buku (Watch, 2016) 

menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau Indonesia mengalami 

paparan nikotin dan pestisida berbahaya, hal ini berdampak  serius pada kesehatan mereka, dan 

menunjukkan tingkat perlindungan yang rendah di industri tersebut. 

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja. Pada Pasal 68 berbunyi 

"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” sebagai perlindungan hukum terhadap hak anak. 

Pasal 74 ayat (1) melarang anak terlibat dalam pekerjaan terburuk yang membahayakan 
keselamatan, kesehatan, dan moral mereka. Namun, melalui Pasal 69 ayat (1), undang-undang ini 

memberikan pengecualian yang bersifat sangat terbatas, yaitu memperbolehkan anak berusia 13–

15 tahun melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tidak boleh sampai mengganggu 

perkembangan fisik, mental, serta pendidikan mereka (Indonesia, 2003). Larangan 

mempekerjakan anak pada dasarnya bertujuan untuk mencegah anak-anak masuk ke dunia kerja. 

Namun, larangan tersebut tidak berlaku secara absolut karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 masih memberikan peluang bagi anak untuk bekerja dalam kondisi tertentu. Oleh karena 

itu, sistem perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk anak-anak yang diizinkan 

bekerja sesuai dengan undang-undang (Syahputri & Effida, 2021).  

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaturan hukum di Indonesia, serta 

mendeskripsikan kondisi pekerja anak, menganalisis efektifitas penerapan Pasal 68 yang 

berbunyi “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”, Pasal 69 ayat (1) menegaskan anak 

berumur 13-15 tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan, dan Pasal 74 ayat (1) 

yang berbunyi “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-

pekerjaan yang terburuk” (Indonesia, 2003), serta merumuskan langkah-langkah hukum serta 

kebijakan untuk memperkuat hak perlindungan anak. 

Sehubungan dengan itu, menurut Soerjono Soekanto Hukum bisa dikatakan efektif apabila 

tujuannya tercapai. Jika suatu hukum memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku seseorang 

sesuai dengan aturan yang sah, maka hukum tersebut telah berfungsi dengan baik dan berdampak 

positif (Abadi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dibuat menggunakan teori efektivitas hukum 

Soerjono Soekanto Agar kita bisa melihat sejauh mana ketentuan hukum menurut UU Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Teori ini menekankan lima faktor, yaitu substansi hukum, 

aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. 

Dengan demikian, peneliti bisa menyimpulkan adanya ketidakselarasan antara aturan hukum 

dan realita terjadi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas 

melarang pengusaha mempekerjakan anak dibawah umur dan menekankan perlindungan dari 

pekerjaan yang terburuk (Indonesia, 2003), praktik mempekerjakan anak dibawah umur masih 

sering terjadi di beberapa perusahaan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai, Bagaimana 

Efektivitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Praktik 

Pekerja Anak di Indonesia. Kajian mendalam diperlukan untuk menilai penerapan aturan 

sekaligus merumuskan langkah agar perlindungan anak benar-benar terwujud sesuai dengan 

tujuan   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Adapun kebaruan peneitian ini terletak pada penggunaan data terbaru pekerja anak di 

Indonesia, serta penerapan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk  menilai sejauh 

mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mampu berjalan sesuai tujuan. Penelitian ini tidak 

hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga mengaitkan faktor sosial-ekonomi dan budaya yang 

memengaruh praktik pekerja anak, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan 

berorientasi pada langkah-langkah kebijakan. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan 

empiris, di mana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dianalisis melalui pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris 

digunakan untuk mengkaji praktik pekerja di bawah umur yang masih terjadi di lapangan. Analisis 

data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, 

sehingga penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga menggambarkan 

realitas empiris secara menyeluruh. Secara metodologis, penelitian ini juga menerapkan metode 

deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024), menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) melalui penelaahan sistematis terhadap literatur yang 

relevan dan otoritatif, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen 

hukum (Novianti, 2023). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk 

menghasilkan kesimpulan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan 

penelitian (Novianti, 2020). 

Hasil dan Pembahasan 

Efektivitas Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Praktik Pekerja Anak di Indonesia 

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara normatif telah 

memberikan perlindungan yang jelas bagi anak. Pasal 68 secara tegas melarang pengusaha untuk 

mempekerjakan anak dibawah 18 tahun. Tujuan dari larangan ini untuk mencegah eksploitasi 

tenaga kerja yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan pendidikan anak. 

Namun, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang telah memberikan pengecualian, yaitu 

membiarkan anak-anak berusia 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan. 

Pekerjaan ini harus memenuhi beberapa syarat, pertama dalam pasal ini menyatakan bahwa 

pekerjaan tersebut tidak boleh membahayakan kesehatan anak, kedua menyatakan tidak boleh 

mengganggu pendidikan, ketiga menyatakan pekerjaan yang dilakukan anak tersebut harus 

dengan pengawasan orang tua atau wali, keempat menyatakan bahwa anak yang bekerja harus 

diberi upah yang sesuai dengan beban pekerjaannya. Sementara itu, Pasal 74 ayat (1) menegaskan 

bahwa pengusaha dilarang melibatkan seorang anak dalam bentuk pekerjaan terburuk, seperti 

perbudakan, perdagangan anak, eksploitasi seksual, dan pekerjaan berbahaya (Indonesia, 2003). 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara juga berkomitmen untuk melindungi anak dari segala 

bentuk eksploitasi ketengakerjaan. 

Meskipun pemerintah telah merumuskan ketentuan hukum secara tegas, kenyataannya yang 

terjadi dilapangan masih menunjukan  banyak anak dibawah umur yang bekerja. Dapat kita lihat 

data dari (BPS, 2024) yang mencatat sekitar 2,85 persen anak usia 10–17 tahun sudah bekerja, 

terutama di kawasan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur. 

Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor nonformal, misalnya bekerja di tempat pertanian, 

perkebunan, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga. Situasi kerja yang yang terjadi pada 

mereka seringkali tidak aman, dengan jam kerja yang panjang dan minim perlindungan. 

Sebagaimana menurut teori efektivitas soerjono soekanto tentang faktor substansi hukum 

menunjukan bahwa ketentuan hukum untuk pekerja dibawah umur belum cukup kuat karena 

masih ada perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur. 

Fakta di lapangan juga menunjukan bahwa mayoritas anak bekerja dalam lingkungan yang 

tidak layak, bahkan sering kali berbahaya. Banyak dari mereka pernah mengalami kecelakaan 

akibat penggunaan alat kerja yang berisiko, ketiadaan perlindungan, dan jenis pekerjaan yang 

memang berbahaya. Hampir semua pekerja mengaku pernah mengalami satu atau dua 

kecelakaan kerja yang menimbulkan luka, keracunan, hingga ancaman kematian. Selain itu, 

mereka juga menghadapi bentuk eksploitasi lain seperti jam kerja panjang, upah yang sangat 

minim, serta perlakuan kasar dari majikan maupun orang dewasa di sekitar. Rata-rata anak 



Rida Faujiah, Khoirun Nizar, Saepul Amin, Yuni Silvi Anjani - 73 

Copyright © 2023, Gerechtikeit : Jurnal Riset Perdaban Hukum 

bekerja antara 4 hingga 10 jam per hari, dengan pengalaman pemotongan gaji atau penundaan 

pembayaran yang cukup sering terjadi. Ironisnya, kondisi ini jarang dianggap serius oleh 

masyarakat dan justru dipandang sebagai hal biasa dalam keseharian mereka (Sherly, 2018).  

Hasil penelitian dari (Watch, 2016) tentang Kasus Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau 

Indonesia juga  memperlihatkan anak-anak di perkebunan tembakau harus bekerja lama, 

mengalami paparan nikotin dan pestisida berbahaya, tanpa adanya perlindungan yang layak, 

anak-anak ditemukan bekerja di sektor yang berbahaya dan berisiko tinggi. Selaras dengan 

temuan studi sebelumnya tentang pekerja anak di perkebunan tembakau di Indonesia 

menyatakan bahwa Sekitar tiga perempat dari pekerja anak yang diwawancarai mulai bekerja di 

pertanian tembakau pada usia 12 tahun.  Sebagian besar anak-anak yang diwawancarai bekerja 
di lahan sempit yang dikelola oleh orangtua atau anggota keluarga lain. Mereka biasanya bekerja 

sama dengan orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain untuk mengolah tanaman lain seperti 

padi atau sayuran. Selain bekerja di lahan pertanian, mereka juga bekerja di luar lahan pertanian. 

Anak-anak tertentu tidak menerima kompensasi untuk pekerjaan mereka, baik karena mereka 

bekerja untuk keluarga sendiri atau karena tenaganya ditukar dengan pekerja keluarga lain di 

komunitas mereka. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara aturan hukum 

dan realitas di lapangan. 

Adapun sejumah faktor penyebab pekerja dibawah umur menurut (Dodi Adnan1, Ony 

Rosifani2, 2024) diantaranya adalah faktor kemiskinan, karena pada kondisi ini, anak-anak yang 

berasal dari keluarga miskin yang membantu orang tuanya mencari nafkah justru malah 

memutuskan untuk tidak lagi bersekolah karena perannya bergeser menjadi pencari nafkah 

utama. Maka dari itu, kondisi inilah yang menjadikan anak-anak terutama dari keluarga miskin 

menjadi pekerja karena desakan ekonomi (Novita, 2022), dan ketimpangan ekonomi membuat 

mereka jadi kurang percaya diri. Selanjutnya adanya kesadaran bahwa mereka tidak bisa 

melanjutkan sekolah karena tidak dapat fokus pada mata Pelajaran yang ada di sekolah. Selain itu, 

faktor kebudayaan juga dapat  memengaruhi kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak 

orangtua yang percaya bahwa bekerja adalah proses belajar yang akan membantu pertumbuhan 

anak mereka di kemudian hari (Risdalina, 2013), padahal secara hukum anak seharusnya 

dilindungi dari praktik kerja yang berisiko merugikan kesehatan dan perkembangan mereka. Hal 

ini dapat disimpukan bahwa penyebab pekerja dibawah umur cenderung disebabkan oleh kondisi 

ekonomi keluarga yang kurang mampu. 

 Jika dihubungkan dengan teori efektivitas soerjono soekanto Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum efektif untuk mencegah pekerja dibawah 

umur karena keluarga miskin menjadi penyebab maraknya pekerja dibawah umur, finansial 

keluarga yang buruk mengharuskan anak anak mereka untuk bekerja walaupun masih dibawah 

umur untuk membantu perekonomian keluarganya, banyak keluarga yang membutuhkan 

bantuan anak untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, dalam keadaan ini selalu saja terjadi 

dikarenakan anak dibawah umur yang bekerja di anggap wajar untuk membantu keluarga, hal ini 

menunjukan bahwa kebudayaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah. 

Selain itu anak pada usia tersebut seharusnya mendapatkan sarana pendidikan, namun pada 

kenyataannya menjadi terhambat oleh faktor-faktor yang mengharuskan anak-anak dibawah 

umur untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarganya. 

Analisa lebih mendalam mengenai faktor pekerja dibawah umur yang disebabkan oleh 

kurangnya Pengawasan terhadap perlindungan anak di Indonesia. Lembaga yang seharusnya 

menjalankan fungsi pengawasan jumlahnya justru sangat terbatas, sehingga proses pengawasan 

tidak berjalan maksimal. Hal ini juga terjadi pada fasilitas rehabilitasi. Tempat rehabilitasi yang 

seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak korban kekerasan fisik, anak terlantar, anak 

yatim, anak dari keluarga tidak mampu, maupun anak yang mengalami masalah atau perilaku 

kebiasaan buruk, masih sangat minim. Akibatnya, banyak anak yang membutuhkan perlindungan 

dan pemulihan tidak memperoleh layanan yang layak (Novita, 2022). Lemahnya pengawasan dan 
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minimnya rehabilitasi menunjukkan faktor aparat penegak hukum, dan sarana atau fasilitas 

menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum berfungsi optimal, karena aparat 

bukan hanya dituntut untuk menegakkan aturan tetapi juga harus memberikan perlindungan bagi 

anak terutama bagi pekerja dibawah umur.  

Jika konsep efektivitas hukum terhadap pekerja dibawah umur dalam Undang-Undang 

ketenagakerjaan ditinjau berdasarkan konsep teori efektivitas hukum menurut soerjono 

soekanto, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Khususnya pada pasal 68, Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 74 ayat (1) masih belum efektif untuk 

mencegah pekerja dibawah umur. Kondisi ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih 

rendah dan faktor budaya serta ekonomi yang seringkali mendorong anak dibawah umur untuk 
bekerja, sehingga perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan tujuan Undang-

Undang. . Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah hukum dan kebijakan yang lebih kuat 

untuk melindungi anak dari praktik pekerja dibawah umur. 

Langkah Hukum dan Kebijakan untuk Memperkuat Perlindungan  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri2 et al., 2024) Upaya perlindungan hukum 

yang bersifat preventif bagi pekerja anak yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan yang melarang anak-anak melakukan pekerjaan yang berbahaya 

bagi keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan anak, larangan mengeksploitasi secara ekonomi 

terhadap anak-anak, dan memberikan persyaratan khusus terhadap pekerja anak-anak yang 

diharapkan dengan batasan tersebut mampu mengantisipasi terjadinya pekerjaan terburuk bagi 

anak yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, dan intelektual anak. 

Sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Meskipun pemerintah sudah merumuskan aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 dengan tegas, namun perlindungan anak belum berjalan sesuai dengan yang seharusnya. 

Karena itu, kita perlu langkah hukum dan kebijakan yang lebih kuat agar tujuan undang-undang 

benar-benar bisa tercapai. Sejalan dengan analisis ketenagakerjaan pekerja di bawah umur dalam 

perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003, (Baharudin1, 2024) mengemukakan sejumlah langkah-

langkah untuk memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak yang terlibat 

dalam dunia kerja. Langkah-langkah diantaranya sebagai berikut: 

Mengacu pada pandangannya, pertama hal yang harus dilakukan adalah meningkatan 

pendidikan dan kesadaran masyarakat, hal tersebut sangatlah penting untuk mengurangi praktik 

pekerja dibawah umur. Contohnya dengan melakukan edukasi ke masyarakat oleh pemimipin 

komunitas, dan lembaga pendidikan yang dapat mengubah mindset masyarakat tentang pekerja 

dibawah umur adalah sebuah hal yang lumrah terjadi. Kedua diperlukan penguatan penegakan 

hukum yang tegas agar implementasi yang terjadi dilapangan dapat sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal tersebut pemerintah harus meningkatkan 
kemampuan petugas yang mengawasi pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, dan melakukan 

pelatihan. Lebih lanjut, pemerintah juga harus memberikan sanksi yang cukup berat kepada 

pelanggar agar mereka tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum tanpa membeda-

bedakan. Ketiga mengadakan program bantuan ekonomi keluarga karena jika dilihat dari kasus 

pekerja anak, banyak dari mereka yang bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Contoh dari program ini adalah bantuan sosial, dan pelatihan keterampilan untuk orang tua diberi 

kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak agar mereka tidak bergantung dari uang 

yang dihasilkan oleh anak. Keempat yang paling penting adalah meningkatkan akses pendidikan 

dan layanan sosial, pemerintah harus memperluas jangkauan untuk anggaran pendidikan gratis 

dan diwajibkan, selain itu juga harus memberikan dukungan kepada setiap keluarga agar anak 

tidak terdorong untuk bekerja dan bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada sekolah.  
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Melalui serangkaian langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan upaya 

perlindungan terhadap anak yang bekerja di bawah umur dapat semakin diperkuat. Karena 

Penguatan ini sangat penting dalam penerapan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang secara tegas 

mengatur batas usia bekerja serta hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Apabila ketentuan hukum 

tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan, maka hak-hak anak akan lebih 

terjamin, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari praktik pekerja 

dibawah umur. Pada akhirnya, situasi ini memungkinkan anak-anak dapat tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka secara 

optimal, tanpa harus terbebani oleh tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya belum menjadi 

kewajiban mereka. 

Simpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur, praktik 

pekerja anak tetap ada di Indonesia. Ketidaksesuaian antara peraturan dan keadaan praktik 

menunjukkan bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya berfungsi. Anak-anak terlibat 

dalam pekerjaan sering kali membahayakan kesehatan, keselamatan, dan pertumbuhan mereka 

karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, keterbatasan akses ke pendidikan, kurangnya 

pengawasan, dan budaya. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menegaskan 

bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi aturan, aparat penegak hukum, sarana dan 

fasilitas pendukung, keadaan masyarakat, dan budaya. Akibatnya, diperlukan tindakan kebijakan 

yang lebih komprehensif, Dengan demikian, untuk memperkuatnya diperlukan langkah nyata 

berupa peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dukungan ekonomi 

bagi keluarga kurang mampu, serta akses pendidikan dan layanan sosial yang lebih luas. Dengan 

konsistensi pelaksanaan, hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang 

optimal dapat lebih terjamin tanpa terbebani pekerjaan. 
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